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A. Kesimpulan

Simpulan dari hasil penelitian “Implementasi Peraturan Menteri Sosial

No 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Program

Bantuan Sosia Tunai Studi Kasus di Korong Sungai Kasikan Kecamatan

Patamuan Kabupaten Padang Pariaman” yaitu sebagai berikut:

1.

Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Penyaluran
Bantuan Sosial Tunai di Lihat Dari Prinsip-Prinsip Siyasah Syar,iyah di
Korong Sungai Kasikan jika dilihat Secara menyeluruh belum berjalan
sepenuhnya atau belum maksimal sesuai amanat Peraturan Menteri
Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Program Penyaluran Bantuan
Sosial Tunai. Karena dalam pelaksaan penyalurannya dilapangan
masih ada kendala-kendala yaitu mengenai terjadinya data yang
keluar tersebut ada diantaranya yang tidak sesuai atau tidak tepat
sasaran. Kemudian belum terpenuhinya Aspek Kkeadilan dalam
penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Korong Sungai Kasikan. Karena
belum adanya terjadi pemerataan terhadap para penerima BST
tersebut, akibatnya masih banyak masyarakat- masyarakat miskin
yang layak menerima bantuan BST tersebut tetapi belum tersentuh
oleh pemerintah.

Prinsip-prinsip  Keadilan, Akuntabilitas, Transparansi, dalam

penyaluran bantuan sosial tunai yaitu Penerapan prinsip-prinsip ini
diharapkan dapat menjamin efektivitas, efisiensi, serta ketepatan
sasaran dalam penyaluran BST, sehingga program bantuan sosial
pemerintah dapat berjalan dengan optimal dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat.

Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Sosial Program
Bantuan Sosial Tunai di Korong Sungai Kasikan Kecamatan Patamuan

Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kurangnya Kesadaran Masyarakat,
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Kriteria Penerima Kurang Tepat Sasaran, Pendataan yang tidak valid,
dan kurangnya sarana dan prasarana yang sehingga pekerjaan
pendamping tidak maksimal terutama pemerintah pusat Kementrian
terkait hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan tersebut yaitu
bagi Lembaga Kementrian Sosial, Pemerintah atau instansi terkait
bahwasannya lebih dijelaskan lebih rinci atau jelas mengenai kriteria
tingkat kemiskinan, kemudian perlu adanya koordinasi yang baik
antara Pemerintah pusat, pemerntah daerah dan pemerintah
Nagari/Korong.
B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini,

maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Kementrian Sosial, Pemerintah atau instansi terkait
bahwasannya lebih dijelaskan lebih rinci atau jelas mengenai
kriteria tingkat kemiskinan, kemudian perlu adanya koordinasi
yang baik antara Pemerintah pusat, pemerntah daerah dan
pemerintah Nagari/Kelurahan. Perlu adanya penambahan kuota
bagi peserta penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk seluruh
Indonesia., khususnya untuk Korong Sungai Kasikan Kecamatan
Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Dan lebih ditingkatkan
lagi untuk pendataan ulang yang lebih akurat mengenai warga
yang berhak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk
warga miskin yang berada di Korong Sungai Kasikan Kabupaten
Padang Pariaman.

2. Untuk pemerintah daerah perlu adanya kerjasama yang baik
antara Pemerintah daerah dengan pemerintah Nagari/Kelurahan
terkait masalah pendataan masyarakat miskin di Korong Sungai
Kasikan Kecamatan Patamuan agar memperoleh ketepatan data
yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh

Kementrian Sosial.



3. Diharapkan kepada warga masyarakat Penerima Bantuan Sosial
Tunai (BST) di Korong Sungai Kasikan Kecamatan
PatamuanKabupaten Padang Pariaman untuk lebih meningkatkan
kesadaran karena untuk mendukung program Bantuan Sosial
Tunai (BST) berjalan dengan efektif dilapangan dan berjalan

sesuai prosedur yang telah ditetapkan Kementrian Sosial
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